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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum.  Pernyataan ini sesuai 

dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945. Menurut Wiryono, pengertian dari negara hukum ini memiliki arti 

sebagai negara di mana pemimpin atau otoritas sebagai penyelenggara 

pemerintahan dalam menjalankan tugas kenegaraan wajib mematuhi 

ketentuan hukum yang ada1. Hal ini kemudian menjadikan segala pelaksaan 

hukum di Indonesia harus didasari dengan adanya hukum positif yang 

mengaturnya. Konsep negara hukum ini menjadikan penganutnya untuk 

menjadikan hukum sebagai landasan diwujudkan dalam undang-undang  

yang berpuncak pada konstitusi.2 Hukum yang berkuasa ini memiliki artian 

dimana dalam sebuah negara hukum yang memiliki kekuasaan dalam 

memerintah, bukannya manusia. Negara Hukum Indonesia merupakan 

suatu negara hukum yang berlandaskan hukum yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pancasila sebagai fondasi dan falsafah dasar negara.3 

Sehingga kemudian diketahui bahwa yang berkuasa dalam memerintah 

ialah hukum positif, yakni hukum yang berlaku. Pada teori Hans Kelsen, 

yakni stufenttheorie atau teori Hierarki norma perUndang-Undangan 

 
1 Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia. Surakarta: CV Indotama Solo. 
2 Saputra, A. (2022). negara hukum indonesia. https://osf.io/gy4e8  
3 Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra 
Law Review, 1(2), 170-188. 
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disebutkan bahwa Undang-Undang memiliki tingkatannya. Tingkatan-

tingkatan tersebut diantaranya mencakup:4  

1. Norma fundamental negara (staatsfundementalnorm); 

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 

3. Undang-Undang formal (formalle gesetz), dan; 

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en 

outonome satzung). 

Teori ini kemudian dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mana 

bahwa suatu aturan hukum senantiasa berasal dan berlandaskan pada norma 

yang lebih tinggi serta sebaliknya, aturan hukum tersebut juga berfungsi 

sebagai sumber  dasar untuk norma yang tingkatnya lebih rendah.5 Teori 

dari Hans Kelsen mengenai Hierarki norma atau jenjang norma 

(stufenttheorie) diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.6 

Keberadaan anak dalam sebuah negara menjadi hal yang tak terpisah 

dari keberlasungan hidup bangsa tersebut. Anak merupakan generasi 

penerus bangsa karena anak adalah aset negara yang akan melanjutkan 

pembangunan bangsa. Anak-anak  nantinya yang akan menjadi tumpuan 

harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, anak-anak 

berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan 

 
4 Wahyu Prianto. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori 
Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial Dan 
Pendidikan, 2(1), 08–19. Retrieved from 
https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52 . 
5 Ibid. 
6 Humas, T. (2022). Memahami logika Grundnorm dengan hukum kausalitas – Fakultas 
Hukum. Fakultas Hukum. https://law.uad.ac.id/memahami-logika-grundnorm-dengan-
hukum-kasualitas/  
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pelayanan kesehatan yang baik.7 Anak dipahami sebagai generasi yang akan 

menerukan bangsa yang mana anak tersebut akan memiliki peran yang amat 

signifikan dalam kemajuan negara, sehingga perlindungan hukum terhadap 

anak ini kemudian menjadi hal yang sangat vital. Konstitusi negara 

Indonesia telah menyebutkan secara tegas dalam pengaturannya pada Pasal 

28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan peraturan ini 

kemudian menegaskan bahwa negara Indonesia melalui kontitusinya telah 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi tiap-tiap anak di 

Indonesia. 

Tingginya angka kenakalan anak kemudian menjadi sebuah polemik 

yang dihadapi negara. Tingginya angka kenakalan anak yang cenderung 

meningkat tiap tahunnya menjadikan keberadaan peraturan yang mengatur 

mengenai tindak pidana anak mejadi perlu digalakkan lagi. Anak yang 

dalam hal ini ialah anak sebagai pelaku tindak pidana berada pada posisi 

yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus. Bersamaan dengan hal ini, 

upaya yang dapat dipilih untuk dilakukan demi menanggulangi dan 

mencegah kenakalan anak ini ialah dengan dibentuknya seperangkat aturan 

mengenai penyelenggaraan proses peradilan bagi anak, atau yang kemudian 

dapat disebut dengan sistem peradilan pidana anak (juvenile justice). Tujuan 

dari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (juvenile justice) tidak hanya 

 
7 Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (2023, 27 Juli). 
Pentingnya peringatan Hari Anak Nasional bagi perkembangan anak dan bangsa 
Indonesia. https://fisip.unair.ac.id/pentingnya-peringatan-hari-anak-nasional-bagi-
perkembangan-anak-dan-bangsa-indonesia/. diunduh 12 Oktober 2024. 
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untuk memberikan hukuman (sanksi pidana) bagi anak yang melakukan 

tindak pidana, tetapi juga ditekankan pada pemikiran bahwa penjatuhan 

hukuman tersebut sebagai alat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan 

anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dasar pemikiran atau landasan 

prinsip ini adalah ciri khas di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana 

anak. Dengan adanya ciri khusus di dalam penyelenggaraan proses 

pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilaksanakan 

oleh  pihak kepolisian, Jaksa, Hakim dan petugas lainnya tidak hanya fokus 

pada aspek pemberian hukuman, tetapi juga pada aspek pembinaan dan 

perlindungan, serta berlandaskan pada prinsip untuk kepentingan terbaik 

bagi anak atau mempertimbangkan kriteria apa yang paling baik untuk 

kesejahteraan anak tersebut, tanpa mengabikan perhatian terhadap 

masyarakat.  

Diketahui bahwa angka tindak pidana dengan anak sebagai 

pelakunya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang 

dihimpun dalam website BPHN selama 2020-2022, terdapat 2.304 kasus 

kejahatan pelaku anak8. Melihat pada data yang dirilis melalui web resmi 

POLRI, diketahui bahwa terjadi peningkatan angka pelaku tindak pidana 

anak. Data di EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan sejak Januari 

hingga 10 Juli 2024, sebanyak 8.351 anak menjadi tersangka berbagai kasus 

kejahatan dan kekerasan. Data bulan Mei 2024 menjadi bulan tertinggi 

 
8Putra, N. N. (2023). BPHN “Mengasuh”: Ini jenis Ɵndak kejahatan dan perilaku kriminal 
anak yang menjadi fokus BPHN untuk dicegah. BPHN. 
hƩps://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-
jenis-Ɵndak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-
dicegah  
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dengan jumlah anak terbanyak anak yang ditetapkan sebagai tersangka 

kasus kejahatan yaitu pada 1.481 anak.9 

Tujuan   sistem   peradilan   pidana   anak dari sudut pandang   

proporsionalitas   adalah   untuk meningkatkan taraf hidup   anak.10 Sistem 

peradilan pidana anak (Juvenile Justice) ini kemudian dibagi menjadi dua 

tujuan utama, Yaitu meningkatkan kesejahteraan anak dan memperhatikan 

prinsip keseimbangan. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

anak adalah hal yang paling penting, yang berarti menjauhkan diri dari 

penerapan sanksi pidana yang hanya bertujuan untuk menghukum. 

Sementara itu, tujuan yang mendasari prinsip proporsional, karena Sistem 

Peradilan Pidana Anak membatasi penggunaan sanksi-sanksi, yang 

umumnya diatur dengan batasan hukuman yang sesuai dengan tingkat 

pelanggaran, tetapi juga memperhatikan kondisi individu yang 

bersangkutan. 

Penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) ini bukan 

tanpa kritikan. Banyak kalangan yang mengkritik mengenai sistem ini 

akitannya ialah karena dalam implementasinya masi jauh dari keinginan 

untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan anak. Faktanya, sering kali 

proses pengadilan pidana anak menimbulkan dampak negative bagi sang 

anak. Misalnya, pidana penjara yang menujukkan adanya sifat cenderung 

 
9 Pusiknas Bareskrim Polri. (n.d.). Tiap bulan. Pusiknas Polri. 
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan  
10 Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum . Jurnal Litigasi 
Amsir, 9(3), 202-206. Retrieved from 
https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88  
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merugikan perkembangan jiwa anak.11 Sampai hari ini, banyak anak yang 

terlibat dalam masalah hukum mendapatkan hukuman berupa penahanan. 

Selain itu, sering kali ketika anak-anak berada di penjara, hak-hak mereka 

yang seharusnya terlindungi oleh undang-undang tidak dipenuhi. Perilaku 

merugikan ini muncul sebagai dampak dari keterlibatan anak dalam sistem 

peradilan pidana, yang juga disebabkan oleh dampak negatif dari hukuman 

yang disertai stigma..12 

  Berkaca pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang sistem peradilan anak, pengertian dari sistem 

peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Adapun yang 

termasuk dalam anak berhadapan hukum ialah anak yang berkonflik hukum, 

anak sebagai korban, serta anak sebagai saksi.13 adapun, yang dimakasud 

sebagai anak berkonflik hukum atau yang selanjutnya dapat disebut sebagai 

anak ialah anak yang mana telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun ia 

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang telah atau diduga melakukan 

tindak pidana. 

 
11 Fitriana, N., & Santoso, P. (2022). Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Penjara 
Jangka Pendek Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan. Dinamika Hukum & 
Masyarakat, 5(1). https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3864  
12 Zulkarnain, Z., Effendi, Y., Sazilli, M., Irawan, H., & Sekentiananda, N. A. (2024). 
Analisa Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Proses Mediasi Perkara Diversi. Lex Stricta : 
Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 129-140. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.30  
13 Lumintang, M. (2025). Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lex Privatum, 14(5). 
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Apabila berkaca dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem 

peradilan anak yang ada, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 11 

tahum 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tentunya didapat 

perbedaan-perbedaan antara penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak 

ini apabila dibandingkan dengan sistem peradila pidana di Indonesia. 

Perbedaan-perbedaan ini yang kemudian melatarbelakangi dibentuknya 

peraturan khusus yang mengatur sistem peradilan pidana anak ini sendiri. 

Perbedaan dalam proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana 

anak ini salah satunya ialah pada saat proses penyidikan. Pada peradilan 

pidana umum dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan penyidikan ialah Tindakan-tindakan oleh penyidik 

yang dalam hal dan tatacaranya diatur dalam Undang-undang ini dalam hal 

mencari bukti yang dapat membuat terang suatu tindk pidana guna 

menemukan tersangkanya. Sedangkan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 

KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik ialah pejabat 

kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil dengan 

kewenangan khsusu oleh Undang-undang untuk dapat melakukan 

penyidikan. 

Bersamaan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 ini, maka berlakulah asas lex specialis derogat legi generali. 

Pemberlakuan asas tersebut didasari pada Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).14 Asas hukum lex specialis derogat legi 

 
14 Accounting BINUS. (2022, November 22). Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, 
Lex Specialis, dan Lex Posterior. Retrieved from 
https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-
specialis-dan-lex-posterior/  
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generali menyebutkan bahwa aturan yang lebih spesifik akan mengalahkan 

aturan yang lebih umum. Prinsip ini diterapkan ketika kedua aturan berada 

di tingkat yang setara dan mengatur hal yang sama.15 

Perbedaan perbedaan yang ada dalam proses penyidikan anak 

diantaranya ialah: 

1. Lama penahanan anak pada tahap pertama penyidikan adalah 20 hari, dan 

dapat diperpanjang selama 10 hari jika penyidikan belum 

selesai. Sementara itu, lama penahanan orang dewasa pada tahap pertama 

penyidikan adalah 20 hari, dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari.16 

2. Proses pengadilan, bagi pelaku kejahatan di bawah umur, sampai usia 18 

tahun, membutuhkan prosedur hukum yang berbeda dari pengadilan 

orang dewasa.17 

3. Pendekatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan anak 

cenderung ditujukan untuk melindungi kesejahteraan mental dan masa 

depan anak.18 

 
15 Budianto, V. A., S.H. (2022, April 26). 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan 
Lex Posterior Beserta Contohnya. Hukumonline.com. 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--
dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/. 
16 Suhartono, R. M. (2024). Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di 
Polres Buton. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 2(1), 107-116.  
DOI:  https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5995. 
17 Sukoharjo. (2021). JDIH Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjokab.go.id. 
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-
pelaku-tindak-pidana. 
18 Barus, R. M., & Lubis, M. A. (2024). Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak 
Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Darma Agung, 32(1), 136-145. 
doi:10.46930/ojsuda.v32i1.4164. 
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4. Adanya sistem diversi sehingga memungkinkan penyelesaian perkara 

anak diluar sistem peradilan anak.19 

Das sein stilah dalam bahasa Jerman yang berarti keadaan yang 

sebenarnya atau realitas yang telah terjadi.20 Das sollen adalah kaidah 

hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif, yaitu apa yang 

seharusnya dilakukan.21 Das sein dan Das Sollen memiliki peran penting 

dalam penemuan hukum. Das sein merupakan peristiwa konkret yang 

terjadi di masyarakat, Sedangkan Das Sollen adalah sumbernya sehingga 

Das Sein dimutuhkan untuk mengaktifkan Das Sollen, yaitu kaidah hukum 

yang bersifat pasif. Das Sein dan Das Sollen tidak selalu sejalan, karena 

penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum.22 

Pembedaan yang ada dalam proses penyidikan dalam sistem 

peradilan pidana anak dibandingkan dengan sistem peradilam pidana 

Indonesia pada umumnya ialah perbedaan mengenai tatacara dari proses 

penyidikan tersebut. Hal tersebut kemudian diatur pada bagian kedua pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak. Kendati demikian, sering kali dalam kenyataannya aturan khusus 

mengenai tatacara penyidikan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah 

 
19 Wahyuni, W. (2023, April 30). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 
Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-
sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/. Diunduh 20 Oktober 2024. 
20Natalia, C. L., & Ardian, R. (2024). Kritik Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana 
Pembunuhan Dengan Mekanisme Restorative Justice. Jurnal Ilmiah Penegakan 
Hukum, 11(2), 173-183.. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.13102. 
21 Auli, R. C., S.H. (2024, Oktober 15). Perbedaan das sollen dan das sein. Hukumonline. 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-das-sollen-dan-das-sein-
lt5acd738a592ef/. Diunduh 20 Oktober 2024. 
22 Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: 
Pemberian Hukuman Mati. Jurnal Hukum Indonesia, 3(4), 168-176. 
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diatur ini tidak dijalankan dengan semestinya. Keadaan ini sendiri juga 

terjadi dalam proses penyidikan anak yang dilakukan di wilayah Surakarta. 

Berdasar pada uraian mengenai proses penyidikan anak yang sering 

kali tidak diberlakukan sesuai dengan peraturaan yang disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak, maka perlu diketahui pula bahwa sitem konstitusi negara Indonesia 

dalam hal ini tertuang  Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, berbunyi bahwa : “Pemerintah dan lembaga 

negara lainnya memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam memberi 

perlindungan khusus terhadap anak disituasi darurat, anak berhadapan 

hukum, anak dari etnis minoritas, anak yang tereksploitasi secara ekonomi 

maupun seksual, anak korban perdagangan serta anak sebagai korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, 

anak sebagai korban penculikan, penjualan serta perdagangan, anak 

disabilitas, serta anak yang menjadi korban kekerasan dan serta 

penelantaran.”  

Yang kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 64 yang berbunyi : “ 

perlindungan khsuus kepada anak yang berhadapan hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 58 ialah meliputi anak yang berkonflik dan anak sebagai 

korban, menjadi kewajiban tanggung jawab pemerintah serta masyarakat.” 

Berdasar pada uraian diatas, penulis sangat tertarik dalam menyusun 

penelitian mengenai penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang 

Peradilan Pidana anak yang kemudian berfokus pada penerapan aturan 

mengenai proses penyidikan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, 
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maka penulis dalam hal ini menggunakan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Proses 

Penyidikan Perkara No: BP/122/IX/2022/RESKRIM”. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang diaras, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Aturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak   

Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan menurut UU No. 

11 Tahun 2012 dan Hukum Islam? 

2. Bagaimana Pelaksaan dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan Perkara No: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM di Kepolisian Resort Kota Surakarta?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka Tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengeksplanasikan pengaturan mengenai perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan 

berdasar UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Hukum Islam. 

2. Untuk mengeksplanasikan proses pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku pelaku tindak pidana pencurian dalam 

proses penyidikan perkara no: 122/IX/2022/RESKRIM di POLRESTA 

Surakarta.  
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dalam rangka memberi 

pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan bagi anak sebagai 

pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan 

2. Manfaat praktis 

Agar kemudian penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai 

perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses 

penyidikan.  

E. Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan pada bagan diatas, kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini dimulai dengan hukum pidana Indonesia yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana terdapat sebuah asas yang berbunyi Lex Specialist 

Derogat Legi Generalis. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan umum 

tunduk terhadap ketentuan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Ketentuan Khusus dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur 

mengenai sistem peradilan khusus anak. Penyidikan menjadi salah satu 

tahapan awal dalam proses peradilan anak, tetapi sering kali pelaksaannya 

berbeda dari aturan yang mengaturnya. Penelitian ini membahas mengenai 

celah antara aturan yang ada mengenai penyidikan pada peradilan anak 

dengan pelaksaannya. 

F. Metode Penelitian 

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar dapat 

terlaksana dengan baik, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Hukum yuridis-Empiris (applied law research), yaitu suatu 

penelitian yang menggunakan titik tolak bahwa hukum positif 

seharusnya lebih berfokus pada pengaruh instrumen hukum terhadap 
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tingkah laku orang atau bagaimana hukum dilihat dari perspektif sosial.23 

Penelitian metode Normatif-empirirs ini mengakaji mengenai 

pelaksanaan ataupun penerapakn aturan hukum positif terhadap peritiwa 

hukum yang ada di Masyarakat. Penulis dalam hal ini mengkaji 

mengenai implementasi dari peraturan mengenai perlindungan hukum 

bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, dalam 

lebih rincinya ialah pada perkara nomor: 122/IX/2022/RESKRIM di 

POLRESTA Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2. Jenis Penelitian 

Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian jenis eksplanatif,  yakni 

suatu penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis mengenai 

hubungan sebab-akibat. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan melalui 

eksperimen atau percobaan.24 Penulis dalam penelitian ini, menganalisis 

data tidak keluar dari sample. Melalui penelitian ini penulis mencari tahu 

hubungan antara dua variable yakni hubungan sebab akibat. hubungan 

kedua variable ini ialah Bungan antara aturan normative dengan 

pelaksanaan dari peraturan normative tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui peraturan normative mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan 

 
23 Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum 
empiris. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101-113. 
https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730. 
24 Pujiati. (2024, Maret 26). Penelitian eksplanasi: Karakteristik, jenis, contoh. Dalam 
Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/penelitian-eksplanasi/. 
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dengan pelaksanaan daripada peraturan tersebut di wilayah hukum 

Surakarta.   

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Surakarta yakni lebih tepatnya 

di Kepolisian Resort Kota Surakarta. Peneliti memilih Lokasi penelitian 

ini dengan pertimbangan bahwa dalam proses penyidikan, Lembaga 

penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan ialah polisi 

dengan pangkat minimum inspektur polisi dua (IPDA). Maka, dalam hal 

ini yang berwenang dalam melakukan penyidikan terkait dengan anak 

dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Surakarta 

ialah penyidik di POLRES Surakarta.  

4. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data penelitian yang akan digunakan, meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer ialah data yang bersumber langsung dari sumber utama 

suatu studi lapangan penelitian yang didapat melalui wawancara 

kepada individu maupun sekelompok orang25 ataupun memalui 

pengamatan objek penelitian yang sedang diteliti yakni dalam hal ini 

ialah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana pencurian perkara no: 122/IX/2022/RESKRIM dalam proses 

penyidikan di POLRESTA Surakarta. Data Sekunder 

 
25 Pahlephi, R. D. (2022). Data primer: Pengertian, fungsi, contoh, dan cara 
mendapatkannya. Detik. https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-
pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya. Diunduh 21 Oktober 2024. 
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Data sekunder ialah sekumpulan data sebelumnya yang digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.26 Data sekunder 

diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum berupa Undang-

Undang, artikel, maupun hasil penelitian. Diantaranya :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak; 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; 

b. Data Tersier  

Data Tersier ialah data-data yang menjadi petunjuk ataupun 

pendukung bagi bahan hukum primer maupun sekunder. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data ini dilalsanakan dengan mencari, 

menginventarisasi, mencatat, mempelajari serta mengutip data yang 

diperoleh dari berbagai buku, jurnal, maupun artikel yang 

berhubungan dengan skripsi ini. 

b. Studi Lapangan 

 
26 Sarjana, N. (2023). Definisi data sekunder dan cara memperolehnya. Detik. 
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-
memperolehnya. Diunduh 22 Oktober 2024. 
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Pengumpulan data melalui pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a) Wawancara, adalah suatu proses pertanyaan dan jawaban yang 

dilakukan secara lisan dalam penelitian yang melibatkan 

partisipan. Partisipan adalah individu yang berkaitan dengan isu 

yang dibahas dalam penelitian ini. yang mana dalam hal ini ialah 

dengan penyidik di Kepolisian Resort Kota Surakarta. 

b) Pengamatan/Observasi, yakni sebuah proses pengumpulan 

informasi yang dilakukan melalui tulisan dengan memanfaatkan 

analisis konten, yaitu dengan cara menelaah dokumen-dokumen 

yang penulis peroleh di lokasi yang relevan dengan isu yang 

sedang diteliti oleh penulis. 

6. Metode Analisis Data  

Metode yang akan diterapkan oleh penulis dalam analisis data adalah 

pendekatan kualitatif. Teknik analisis kualitatif itu sendiri pada dasarnya 

melibatkan pemikiran yang rasional, analisis berdasarkan logika, dengan 

menggunakan induksi, deduksi, analogi, perbandingan, dan metode 

sejenis lainnya. 

G.  Sistematika Skripsi 

Penulis dalam rangka mempermudah melakukan pembahasan, 

penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika skripsi ini ke dalam 4 (empat) bab yang masing-

masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, yakni: 
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BAB I : berisikan tentang Pendahuluan, yang mana membahas 

mengenai latar belakang masalah, pembatasan serta rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan kemudian 

diakhiri dengan sistematika skripsi. 

BAB II : berisikan Tinjauan Pustaka, yang mana akan menguraikan 

mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum 

tentang anak, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tunjauan 

umum tentang penyidikan.  

BAB III : berisikan hasil penelitian serta pembahasan yang 

menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka 

dengan hasil penelitian dari lapangan yang berupa pembahasan mengenai 

aturan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana serta penerapan 

ketentuan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian 

no perkara: BP/112/IX/2022/RESKRIM dalam proses penyidikan di 

POLRESTA Surakarta. 

BAB IV : berupa Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran 

yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 


